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ABSTRAK 
 
SITTI MARYAM (B111 10 012) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN (Studi 
Kasus Putusan Nomor: 44/Pid.B/2012/PN.Jo). Dibawah bimbingan M. 
Syukri Akub sebagai pembimbing I dan Hj. Nur Azisa sebagai 
pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, 
untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap tindak pidana 
penggelapan dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 
44/Pid.B/2012/PN.Jo), dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. 
 Penelitian ini berlokasi di Jeneponto dengan menggunakan jenis 
penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer 
dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh 
dengan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan 
secara deskriptif. 
 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: (1) 
Berdasarkan putusan perkara No.44/Pid.B/2012/PN.Jo menyatakan 
bahwa terdakwa Nurdia Binti H. Nonci telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan 
pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
374 KUHPidana dan telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik 
keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa. (2) Putusan hakim 
dalam perkara No.44/Pid.B/2012/PN.Jo berdasarkan pada pertimbangan 
yuridis, fakta persidangan maupun alat bukti yang mendukung dalam 
persidangan tersebut, namun sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap 
terpidana Nurdia Binti H. Nonci, dirasa masih sangatlah ringan, meskipun 
dengan adanya alasan yang meringankan pidananya karena sanksi 
pidana yang dijatuhkan kepada terpidana Nurdia Binti H. Nonci tidak 
cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi 
terpidana pada khususnya, dan bagi khalayak ramai pada umumnya, 
sebagaimana fungsi pidana yang semestinya.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Perkembangan teknologi dan modernisasi membawa dampak 
yang besar bagi moral masyarakat. Kemajuan zaman telah mendorong 
terjadinya krisis moral yang dipicu oleh ketidakmampuan untuk 
menyaring informasi dan budaya yang mempengaruhi peradaban 
bangsa kita, pada gilirannya akan menimbulkan kejahatan dalam 
masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh 
siapapun dan terhadap siapapun. 
Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori 
negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari berbagai 
permasalahan. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang 
berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan 
tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak 
wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara 
maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih 
tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh 
karena itu, tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau 
kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan 
masyarakatnya. Perkembangan masyarakat itu dapat terlihat pada 
2 
 
lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik itu lembaga di 
bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi maupun hukum. Untuk 
meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, maka dilakukan 
pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut yang bertujuan untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan 
makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak hanya 
dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan peran 
serta pihak lain, salah satunya pihak swasta sebagai salah satu pilar 
kekuatan. 
Keterpurukan bangsa Indonesia saat ini di berbagai bidang 
menimbulkan beragam masalah dan merugikan masyarakat yang 
membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Salah satu 
masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah di 
bidang hukum dengan meningkatnya angka kejahatan secara 
signifikan di kota-kota besar bahkan sudah menjalar sampai di pelosok 
desa. Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan 
zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari 
perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup 
kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih 
pula. 
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Tidak jarang perkembangan dan perubahan yang terjadi 
memberikan akibat yang negatif selain akibat positif, yakni timbulnya 
kejahatan serta perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada 
ancaman yang membahayakan serta mengakibatkan kerugian pada 
masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan 
merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap 
manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan 
bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda 
tetapi modus operandinya  dinilai sama.  
Dari berbagai macam kejahatan yang sering terjadi dalam 
masyarakat, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda 
yaitu penggelapan.  
Menurut  Adami Chazawi, Kejahatan terhadap harta benda 
adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas 
harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).1 Kejahatan ini 
diatur di dalam Pasal 372-376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan 
dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan 
masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas 
pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan 
kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang 
                                                           
     1 Adami Chazawi, 2011, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bumi Aksara, Kumamoto, hlm.1. 
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lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu 
kejujuran.  
Menurut Clairen, inti tindak pidana penggelapan ialah 
penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan 
hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang 
menggelapkan itu.2 Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana 
penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang 
sudah nyata. Hal ini menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan 
memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, 
kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. 
Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan melawan 
hukum serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang 
diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 376 KUHP. 
 Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa 
tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang 
dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai 
pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik 
orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan 
karena kejahatan.  
Kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan  yang 
diangkat penulis adalah tindak pidana penggelapan dengan 
                                                           
     2 Andi Hamzah, 2011, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 107. 
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pemberatan yaitu penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang 
menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya 
atau karena mendapatkan upah sebagai imbalannya yang dalam hal 
ini dilakukan oleh terdakwa Nurdia Binti H.Nonci selaku karyawan 
bagian kasir serta diberikan pula tugas khusus mengelolah uang hasil 
penjualan minyak pelumas atau oli di SPBU milik Andi Sose Bin 
Samaturu. Andi sose Bin Samaturu selaku pemilik SPBU memiliki 
modal awal penjualan oli sekitar Rp. 44.894.416,- (Empat Puluh Empat 
Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam 
Belas Rupiah). Selain itu, terdapat keuntungan selama penjualan bulan 
September 2010 sampai bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 1.429.584,- 
( Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus 
Delapan Puluh Empat Rupiah ) sehingga perhitungan modal ditambah 
untung sebesar Rp. 46.324.000,- (Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus 
Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Keseluruhan modal ditambah dengan 
keuntungan tersebut oleh Andi Sose Bin Samaturu mempercayakan 
untuk dikelola oleh terdakwa. Namun, saat dilakukan perhitungan 
saldo pada bulan Oktober 2011, diketahui oleh saksi Andi Sose Bin 
Samaturu dan saksi Ida Binti Seru Dg Taba, kalau saldo modal masih 
sebesar Rp. 8.098.500,- ( Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu 
Lima Ratus Rupiah ). Saldo tersebut kemudian dipergunakan oleh 
terdakwa untuk keperluan sehari-harinya dan oleh terdakwa tidak bisa 
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mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada pemilik 
SPBU. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis 
judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan 
dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor. 
44/Pid.B/2012/PN.JO)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latarbelakang di atas dan untuk 
memfokuskan penulisan ini, maka dapat dirumusan  beberapa 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana penggelapan dengan Pemberatan? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan 
pemberatan dalam Putusan No: 44/Pid.B/2012/PN JO? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas  maka tujuan penelitian 
ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana penggelapan dengan Pemberatan. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan 
Pemberatan dalam Putusan No: 44/Pid.B/2012/PN JO. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga 
diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang 
diharapkan dari penelitian adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum 
Pidana pada khususnya. 
b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan ( literatur ) di 
samping literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak 
pidana penggelapan khususnya mengenai penanganan 
tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan 
memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para 
pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna 
dalam menyelesaikannya. 
b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis 
sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam 
menerapkan ilmu yang sudah diperoleh. 
c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang 
tindak pidana penggelapan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa 
Belanda yaitu Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari bahasa 
Latin delictum. Sedangkan perkataan ”feit” itu sendiri di dalam 
bahasa Belanda berarti ”sebagian dari kenyataan” atau ”een 
gedeelte van werkelijkheid” sedangkan ”strafbaar” berarti ”dapat 
dihukum” , sehingga secara harfiah perkataan ”strafbaar feit ” itu 
dapat diterjemahkan sebagai ” sebagian dari suatu kenyataan yang 
dapat dihukum”.3 
Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang 
dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda, 
ada dua paham yang berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang 
tindak pidana, yaitu paham monistis dan paham dualistis. Beberapa 
pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut 
paham dualistis, yaitu diantaranya : 
 
 
                                                           
     
3 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 181. 
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a) Hazewinkel-Suringa 
Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum 
dari strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada 
suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan 
hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 
ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana 
-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.4 
b) Pompe 
Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan 
terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak 
dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum.5 
c) Van Hamel 
Van Hamel merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan 
manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang 
bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 
dengan kesalahan.6 
 
 
                                                           
      4 Ibid 
      
5
 Ibid, hlm. 182. 
      6 Andi Hamzah, 1994, Asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88. 
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d) Karni 
Karni mengatakan delik itu mengandung perbuatan yang 
mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah 
dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada 
siapa perbuatan dipertanggungjawabkan.7 
e) Moeljatno 
Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai suatu 
perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut.8 
f) Vos 
Vos merumuskan bahwa srafbaar feit adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan.9 
Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu 
tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1) Perbuatan manusia 
2) Melanggar aturan hukum 
3) Bersifat melawan hukum 
4) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
                                                           
     7 Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Diterbitkan oleh Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 42. 
     8 Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hml. 54. 
     
9
 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT RajaGrapindo Persada.Jakarta, hlm. 72. 
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5) Kesalahan 
Sedangkan beberapa pengertian mengenai tindak pidana 
menurut para ahli hukum yang menganut paham monistis, yaitu 
diantaranya : 
1) Simon 
Simon merumuskan strafbaar feit sebagai suatu tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat dihukum.10 
2) Wirjono Prodjodikoro 
Beliau mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.11 
3) J.E Jonkers 
Merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang melawan 
hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan 
kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan.12 
4) H.J Van Schravendijk 
Merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah 
kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan 
                                                           
     10 Lamintang Op,cit. hlm. 185. 
     
11
 Soemitro, 1996, Hukum Pidana, FH Unisri, Surakarta, hlm. 29. 
     12 Chazawi Op,cit. hlm. 75. 
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keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan 
hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat 
dipersalahkan.13 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Mengenai yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana 
itu sendiri terdapat perbedaan di antara para pakar, tetapi 
sebenarnya hal ini tidak begitu penting sebab persoalannya hanya 
mengenai perbedaan kontruksi yuridis dan tidak mengenai 
perbedaan dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain, 
persoalannya adalah menyangkut tehnik perundang-undangan. 
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur 
obyektif. Menurut Soemitro, unsur subyektif tindak pidana adalah 
unsur  yang melekat pada diri si pelaku tinjau dari segi batinnya 
yaitu : 
a. Kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa ) ; 
b. Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya ; 
c. Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan 
tersebut ; 
d. Adanya perasaan takut.14 
Beliau juga mendefinisikan unsur obyektif adalah hal-hal 
yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu 
dilakukan dan berada di luar batin si pelaku, yaitu : 
                                                           
     
13
 Ibid  
     14 Soemitro Op.cit, hlm. 34. 
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a. Sifat melawan hukum dari perbuatan itu ; 
b. Kualitas atau kedudukan si pelaku, misalnya sebagai ibu, 
pegawai negeri sipil dan hakim; 
c. Kausalitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang 
terdapat di dalamnya.15 
Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah 
sebagai berikut : 
a. Unsur obyektif yaitu : 
(1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif, atau 
perbuatan negative yang menyebabkan pelanggaran 
pidana ; 
(2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri 
atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-
kepentingan hukum yang menurut norma hukum 
pidana itu perlu supaya dapat di pidana; 
(3) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana jika 
perbuatan itu melawan hukum dan melawan undang-
undang 
(4) Kausalitas yaitu tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu 
tentu ada sebabnya. Peristiwa yang satu adalah 
akibat peristiwa yang lain atau suatu peristiwa 
menimbulkan satu atau beberapa peristiwa yang lain. 
                                                           
     15 Ibid. hlm. 36.  
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b. Unsur-unsur subyektif meliputi : 
Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar 
norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pelangga.16 Selain itu 
Hazewinkel Suringa melihat unsur-unsur itu dari segi yang 
lain. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang 
diambil dari rumusan undang-undang yaitu : 
(1) Dalam setiap delik terdapat unsur tindakan/perbuatan 
seseorang; 
(2) Dalam beberapa dellik disebutkan apa yang disebut 
sebagai akibat konstitutif ( misalnya hilangnya nyawa 
orang ) ; 
(3) Banyak delik-delik yang memuat unsur-unsur psikis 
(misalnya adanya kesengajaan atau kealpaan); 
(4) Adanya beberapa delik yang mengandung keadaan 
obyektif (misalnya di muka umum) ; 
(5) Dalam beberapa delik terdapat faktor subyektif psikis 
(misalnya dengan direncanakan) dan obyektif non 
psikis (misalnya kedudukan sebagai bapak, pegawai 
negeri sipil, hakim dan sebagainya). 
                                                           
     
16
 R. Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, PT  
Karya Nusantara, Bandung, hlm. 26. 
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(6) Beberapa delik mengandung syarat tambahan untuk 
dapat dipidana (misalnya jika betul-betul terjadi 
perang).17  
Pompe mengemukakan dalam hukum positif sifat hukum dan 
kesalahan (schuld) bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya 
tindak pidana (strafbaar feit). Untuk adanya penjatuhan pidana 
tidak cukup dengan hanya adanya tindak pidana saja akan tetapi 
harus ada orang yang dapat dipidana.18 
 
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 
Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan 
orang untuk menyebut jenis kejahatan  yang di dalam Buku II Bab 
XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu 
terjemahan dari perkataan ”verduistering” dalam bahasa Belanda. 
Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur 
dalam Pasal 372.  
Pengertian penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan 
perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan 
barang secara tidak sah. 
                                                           
     
17
 Soemitro Op.cit. hlm. 37. 
     18 Bambang Poernomo, 1985, Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 173. 
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Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Buku 
II Bab XXIV KUHP, terdiri dari 5 pasal yakni Pasal 372 sampai 
dengan Pasal 376. Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, 
merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang 
rumusannya berbunyi::  
"Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan 
hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian 
merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya 
bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan 
penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda 
setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah”. 
 
Menurut J. Bauman sebagaimana dikutip oleh Bambang 
Poernomo, Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi 
rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan 
suatu kesalahan.19 
M.Sudrajat memberikan pengertian bahwa    penggelapan 
adalah digelapkannya suatu barang yang harus ada dibawah 
kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan 
melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya 
dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya si pelaku tidak 
memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap 
dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.20 
Tongat menegaskan perihal pengertian tentang 
penggelapan ini, bahwa : Apabila suatu benda berada dalam 
                                                           
     19 Bambang Poernomo, 1997, Asas-Asas Hukum Pidana, Dahlia Indonesia, Jakarta, hlm. 89. 
     
20
 M. Sudrajat Bassar, 1984, Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Hukum KUHP, Remaja 
Karya, Bandung, hlm. 74. 
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kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu 
perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian 
penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi 
kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai 
barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka 
orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”. 21 
Adami Chazawi mengemukakan penjelasannya mengenai 
tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yaitu: 
“Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan 
secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda 
diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata 
yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang 
atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak 
menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda 
(memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai 
seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut 
bukan karena kejahatan”.22 
Jadi, penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan 
yang menyimpang/ menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan 
orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan 
perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan. 
                                                           
     
21
 Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, hlm. 60. 
     22 Adami Chazawi Op.cit. hlm. 70. 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan 
Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur 
tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut : 
1. Unsur-unsur objektif, yang meliputi : 
a. Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai) 
Tongat pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui 
sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan: Dalam tindak 
pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur 
“subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut 
merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, 
“menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. 
Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat 
perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. 
Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai 
maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa 
perlu terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya. Sementara 
dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut 
merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut 
merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan 
apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai. 23 
 
 
                                                           
     23 Tongat , 2006,  Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, hlm. 59. 
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b. Unsur sesuatu barang. 
 Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam 
kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak 
mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat 
kebendaannya tidak berwujud, karena objek penggelapan hanya 
dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya 
berwujud, dan atau bergerak.  
 Menurut Adami Chazawi dalam penjelasannya mengenai 
unsur ini, menerangkan bahwap pengertian barang yang berada 
dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung 
dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya 
ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, 
dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan 
perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-
benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi 
terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.24 
c. Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain. 
 Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang 
dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri 
melainkan milik orang lain atau badan hukum. Orang lain yang 
dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, 
                                                           
     24 Adami Chazawi Op.cit. hlm. 77. 
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tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang 
tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.   
d. Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya 
bukan karena kejahatan. 
 Selanjutnya unsur “barang itu harus sudah ada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsur pokok 
didalam tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada 
dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena 
sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, 
perjanjian penitipan barang, dan sebagainya.  
e. Unsur secara melawan hukum. 
 Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan 
seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu 
kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan 
hukum. Adami Chazawi, menjelaskan bahwa sebagai syarat dari 
penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan 
petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan 
hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, 
penggadaian, dan sebagainya.25 
 Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan 
dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri 
                                                           
     25 Ibid, hlm. 80. 
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secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan 
“penggelapan”. 
2. Unsur subjektif yaitu,  
a. Dengan Sengaja. 
Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana 
penggelapan. Adami Chazawi, mengklasifikasikan kesengajaan 
pelaku dalam penggelapan berarti : 
1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki 
benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu 
sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan 
yang bertentengan dengan kewajiban hukumnya atau 
bertentangan dengan hak orang lain. 
2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu 
menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki. 
3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan 
perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang 
disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaian 
atau seluruhnya. 
4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang 
lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang 
ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. 
Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai 
23 
 
dengan barang yang dikuasai harus sedemikian 
langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap 
barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.26 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul 
”Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa 
pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 376 KUHP. 
Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan: 
1. Penggelapan biasa 
Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan 
penggelapan pada pokoknya adalah penggelapan yang diatur 
dalam Pasal 372 KUHP yang menyebutkan bahwa: 
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 
mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan 
karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun”. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP tersebut diatas 
dapat dilihat bahwa unsur yang ada di dalamnya sebagai berikut : 
1) Unsur objektif :  
a) Perbuatan memiliki; 
b) Sebuah benda/ barang;  
c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;  
                                                           
     26 Ibid, hlm. 83.  
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d) Benda berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan; 
e) Menguasai secara melawan hukum. 
2) Unsur subjektif : 
a) Kesengajaan. 
Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam 
penggelapan biasa, Adami Chazawi menerangkan bahwa 
perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh 
orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana 
bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda 
tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku 
umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat 
diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, 
misalnya keadilan.27 
Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi 
objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda 
dan/ atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan 
yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur 
menurut ketentuan Pasal 372 KUHP  tersebut menunjukkan bahwa 
dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti 
harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan 
menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa 
                                                           
     27 Ibid, hlm. 73. 
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juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang 
dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan. 
2. Penggelapan Ringan 
Pengelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang 
digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. 
Diatur dalam Pasal 373 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut 
tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut: 
“Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 itu, jika yang 
digelapkan bukan berupa ternak dan harganya  tidak lebih 
dari dua ratus lima puluh rupiah, maka sebagai penggelapan 
ringan dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya 
tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 
sembilan ratus rupiah”. 
 
Maksud dari penggelapan ringan adalah suatu kejahatan 
penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika 
penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari 
dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang 
digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa 
ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak 
dianggap barang khusus. 
Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, Tongat 
menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai 
berikut : Bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan 
sama dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam 
bentuknya yang pokok, hanya didalam tindak pidana penggelapan 
ringan haruslah dipenuhi unsur, bahwa yang digelapkan itu 
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bukanlah ternak dan harga dari barang yang digelapkan tidak lebih 
dari dua puluh lima rupiah.28  
 Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai 
unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini 
adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana  
ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sengat  berharga 
bagi masyarakat Indonesia.  
 Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang 
dimaksud pada Pasal 373 KUHP menjadi ringan, terletak dari 
objeknya, yaitu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 
250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin 
terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari 
Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut 
korban atau petindak orang tertentu.29 
3. Penggelapan dengan Pemberatan  
Penggelapan dengan pemberatan (gequalifierde verduistering) 
yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang 
itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia 
mendapat upah (Pasal 374 KUHP). Dalam Pasal 374 KUHP 
menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah 
penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu 
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benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena 
mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam Pasal 375 
KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah 
penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena 
terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk 
mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan 
kedudukan mengurus benda amal atau yayasan. 
Bentuk-bentuk penggelapan dengan pemberatan diatur di 
dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP. Sebagaimana dengan tindak 
pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini 
adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh 
karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya 
menjadi diperberat. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk 
pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang 
diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Untuk 
lebih jelasnya, mari dilihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP 
sebagai berikut : 
1. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 
KUHP yang menentukan sebagai berikut: 
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 
penguasaannya  terhadap barang disebabkan karena 
ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena 
mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun”. 
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Unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana yang 
dimaksudkan di atas ialah, karena tindak pidana penggelapan telah 
dilakukan atas benda yang berada pada pelaku: 
a. Karena hubungan kerja pribadinya; 
b. Karena pekerjaannya; 
c. Karena mendapat imbalan uang. 
Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah 
unsur  “hubungan kerja pribadi atau persoonlijke dienstbetrekking” 
dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena 
adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis.  
Menurut Hoge Raad dalam arrestnya menyatakan bahwa : 
Yang dimaksud dengan hubungan kerja  adalah pekerjaan yang 
terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu 
Perseroan Terbatas. Sedangkan menurut Kartanegara, pengertian 
dari persoonlijke diensbetrekking atau hubungan kerja pribadi, 
yaitu: Hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri 
(ambt), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh 
dengan majikannya, atau seorang karyawan atau pelayan dengan 
majikannya.30 
Hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja 
yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan 
swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan. Oleh karena itu, 
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kepadanya dapat dilakukan pemberatan pidana sesuai dengan 
Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah : 
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau 
pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, 
kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena 
jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. 
 
          Perlu diperhatikan bahwa penggelapan dengan pemberatan 
melalui  Pasal 52 KUHP hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum 
yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja.  
2. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 
KUHP yang menyatakan: 
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena 
terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang 
dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana 
surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, 
terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku 
demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 
enam tahun” 
 
 Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHP 
ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu 
yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu 
dengan barang-barang yang harus diurusnya.  
 Adami Chazawi memberikan penjelasannya mengenai 
unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan benda objek 
penggelapan di dalam kekuasaan petindak pada pasal tersebut, 
sebagai berikut : 
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a. Suatu keadaan yang terpaksa untuk dititipkan. 
Keadaan yang dimasudkan dalam hal ini ialah suatu 
keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu. Penitipan 
karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan 
oleh seseorang karena timbulnya sesuatu malapetaka. 
b. Kedudukan sebagai seorang wali. 
Dimaksudkan sebagai wali adalah seorang wali terhadap 
anak yang belum  dewasa, yang pengangkatannya melalui 
suatu penetapan hakim. Dalam kedudukannya sebagai 
seorang wali, maka hubungannya dengan harta anak yang 
ada di bawah perwaliannya adalah berupa hubungan 
kekuasaan belaka. Apabila dalam kedudukannya yang 
demikian itu ia menggelapkan harta benda anak yang ada di 
bawah perwaliannya, maka kedudukannya sebagai demikian 
mengakibatkan penggelapan yang dilakukannya itu menjadi 
diperberat. 
c. Kedudukan sebagai pengampu. 
Seorang pengampu adalah seorang yang ditunjuk oleh 
hakim untuk menjadi wali bagi orang-orang yang sudah 
dewasa tetapi tidak cakap dalam lalu lintas hukum, misalnya 
karena penyakit jiwa. Harta benda milik curandus yang 
berada dalam kekuasaan si pengampu itu karena 
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kedudukannya sebagai demikian ini, bila digelapkannya 
maka telah melanggar ketentuan Pasal 375 KUHP. 
d. Kedudukan sebagai seorang kuasa. 
Kedudukan sebagai seorang kuasa disini adalah seorang 
kuasa yang ditunjuk oleh hakim, dan yang diberi kuasa untuk 
mengurus harta benda milik seseorang yang ditinggalkannya 
tanpa ia menunjuk seorang wakil untuk pengurusannya, dan 
juga terhadap harta benda yang terlantar yang tidak 
diketahui dengan jelas pemiliknya. 
e. Kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat. 
Setelah pewasiat meninggal dunia, maka apa yang 
dikehendaki pewasiat dalam surat wasiatnya itu 
dilaksanakan oleh wasi yang ditunjuknya dalam surat wasiat 
itu. Dalam kedudukannya sebagai wasi ini, apabila 
melakukan perbuatan memiliki terhadap harta benda itu 
maka dipersalahkan melakukan penggelapan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 375. 
f. Kedudukan sebagai pengurus dari suatu lembaga sosial 
atau yayasan. 
Suatu lembaga/badan sosial mempunyai orang-orang yag 
bertindak selaku pengurusnya. Dalam kedudukannya 
sebagai pengurus inilah yang bersifat memberatkan.31 
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 Beradanya barang di tangan  seseorang disebabkan oleh 
hal-hal yang disebutkan di atas, adalah hubungan yang sedemikian 
rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan 
kepercayaan yang lebih besar kepada orang itu. Seharusnya, 
dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan 
keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan 
kepercayaan yang lebih besar itu. 
4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga 
 Tindak pidana penggelapan dalam keluarga oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam Pasal 376 KUHP, yang  secara 
tegas dinyatakan :  
“Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi 
kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”.  
 
 Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 
KUHP (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana 
penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya 
atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan 
keluarga. 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHP, Tongat 
mengemukakan berbagai  jenis tindak pidana penggelapan dalam 
keluarga sebagai berikut : 
1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau 
membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap 
harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-
istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga 
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tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap 
pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. 
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau 
membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap 
harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara 
mereka sudah  terpisah harta kekayaan atau  tidak 
terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang 
melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah 
atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping 
sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya 
dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari 
yang dirugikan.32 
 
  Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 
KUHP, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan 
atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi 
korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang 
berwenang. 
 
C. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Salah satu fenomena yang meresahkan dalam kehidupan 
bermasyarakat adalah terjadinya berbagai tindak kejahatan atau 
kriminalitas. Kejahatan merupakan kenyataan sosial yang terus 
berkembang dengan berbagai macam jenis dan berbagai modus 
operandinya, serta selalu membawa kerugian bahkan 
membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, suatu 
tindak kejahatan harus dihilangkan. Salah satu sarana untuk 
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memberantas tindak kejahatan adalah dengan adanya hukum 
pidana. 
Secara bahasa istilah hukum pidana merupakan terjemahan 
dari bahasa Belanda ”strafrecht”. Tidak ada batasan baku 
mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang mengatakan bahwa 
kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai 
lebih daripada satu pengertian, sehingga pengertian hukum pidana 
dari beberapa ahli memiliki perbedaan.33 
Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana objektif 
(objectief strafrecht yang juga disebut dengan ius punale) dan 
hukum pidana subjektif (subjectief strafrecht yang juga disebut 
dengan ius puniendi). Perkataan recht dalam istilah subjectief recht 
diartikan hak atau wewenang. Kata recht (Belanda) mempunyai dua 
arti, pertama, hukum sebagimana arti recht pada umumnya: dan 
kedua hak atau wewenang.34 Jadi, subjectief recht berarti suatu hak 
atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan 
pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam 
hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini 
disebut dengan hukum pidana objektif. 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 
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“pidana” pada umunya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.35  
Menurut Roeslan Saleh pidana adalah: Pidana adalah reaksi 
atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan 
sengaja ditimpahkan Negara kepada pembuat delik.36 
2. Tujuan Pemidanaan 
            Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan 
suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam 
lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar 
didalamnya terdapat keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian 
hukum dan lain sebagainya.  Adapun dengan hukum pidana yang 
merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya, yaitu 
bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-
ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat untuk menjamin 
agar norma-norma yang diakui dalam hukum itu benar-benar ditaati 
orang, akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukan 
adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada 
umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang-orang mengenal adanya 
suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa 
suatu bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat khusus 
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dalam bentuk suatu hukuman pada mereka yang telah melakukan 
suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-
larangan yang telah ditentukan didalamnya.37  
Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam 
bentuk hukuman itu sudah pasti ada di dalam bagian-bagian yang 
lain dari hukum pada umumnya, yaitu agar norma-norma yang 
terdapat didalamnya benar-benar ditaati. Namun, penderitaan yang 
bersifat khusus didalam hukum pidana sifatnya sangat berbeda 
dengan hukum-hukum lain tersebut, karena didalam hukum pidana 
orang mengenal adanya perampasan kemerdekaan atau 
pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim 
terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang 
telah diatur dalam hukum pidana. Orang juga mengenal 
perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara 
nyata tidak dikenal dalam hukum-hukum lain pada umumnya. 
Penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk 
hukuman-hukuman seperti yang telah dikatakan diatas, telah 
menyebabkan hukum pidana mendapat suatu tempat yang 
tersendiri diantara hukum-hukum yang lain.  
Menurut Franz von Lizt, van Hamel dan Simons yang 
mengatakan bahwa tujuan hukum pidana atau hukuman adalah 
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bukan sebagai pembalasan, tetapi lebih melihat pada tujuan 
hukuman, dimana : 
1) menghindari masyarakat dari perbuatan yang jahat 
2) berkaitan dengan pelaksanaan hukuman yang dilakukan 
ditempat umum dimaksudkan agar masyarakat umum 
mengetahui proses penjatuhan hukuman terhadap suatu 
perbuatan jahat sehingga jika masyarakat mengetahui kejamnya 
hukuman itu diharapkan perbuatan jahat itu tidak akan terulang 
lagi atau dilakukan oleh orang lain lagi (menakut-nakuti serta 
memperbaiki). 
3) membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan 
masyarakat;  
4) mencapai ketertiban umum.38  
Kemudian, seiring dengan perkembangan pola pikir 
masyarakat timbul pendapat bahwa tujuan hukuman sebagai 
pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi 
kepentingan masyarakat. Begitu pula apabila tujuan hukum itu 
hanya untuk menakut-nakuti umum dan membinasakan penjahat, 
juga tidak memberikan suatu kepuasan hukum bagi masyarakat. 
Sehingga kedua tujuan hukuman tersebut haruslah berjalan 
beriringan, yaitu : 
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1) mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh 
melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat 
dipertahankannya tata tertib masyarakat; dan 
2) mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi 
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat 
daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.39 
3. Teori tentang tujuan pemidanaan 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan 
ini. Menurut Adami Chazawi teori pemidanaan dapat 
dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) Teori absolut 
atau teori pembalasan (vergeldings theorien), (2) Teori relative atau 
teori tujuan (doel theorien), (3) Teori gabungan (vernegins 
theorien).40 
a. Teori Absolut 
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat 
tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak 
dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) yang 
telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang 
setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. 
Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat 
                                                           
     
39
 Ibid. hlm. 18. 
     40 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, hlm. 97. 
39 
 
dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang 
lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana 
bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul 
dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik 
terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana 
tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi 
bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Menurut Kant, 
pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu 
syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati 
terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak 
dijatuhkan.41  
b. Teori Relatif 
Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) 
dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, 
dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah 
terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang 
membuat kejahatan (quai peccatum est) melainkan “supaya orang 
jangan melakukan kejahatan” (no peccetur). Jadi, pidana itu 
diberikan untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak 
sifat pidana, yaitu untuk: 
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1. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan. 
Dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang orang 
akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. 
2. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak mengulangi 
kejahatan. Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya 
sanksi pidana dalam Undang-Undang sehingga melakukan 
tindak pidana (kejahatan), tetapi yang bersangkutan masih 
mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang 
dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak 
mengulangi tindak pidana. 
3. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki 
lagi. Apabila ada tabiat atau perilaku pelaku kejahatan tidak 
dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan 
atau dicabut baru hidupnya melalui penjatuhan pidana mati. 
c. Teori Gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan 
kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. 
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, 
yaitu sebagai berikut: 
(1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampai batas dari apa yang perlu 
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dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
(2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan 
terpidana.42 
Pendukung teori ini adalah Vos, yang berpandangan bahwa 
daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada 
pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya 
tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. 
Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih 
disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah 
bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut 
masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, ia 
takut untuk dipenjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu 
pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat 
menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan 
lagi.43  
4. Jenis-jenis Pemidanaan 
Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis 
pidana yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah 
                                                           
     42 H.J., Schravendijk, 1955,  Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, J.B. Wolters, 
Jakarta, hlm. 218. 
     43 Chazawi Op,cit, hlm. 168. 
42 
 
melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan 
itu dapat berupa: 
1. Pidana Pokok terdiri atas : 
a) Pidana mati. 
b) Pidana penjara. 
c) Pidana kurungan. 
d) Pidana denda. 
2. Pidana Tambahan terdiri atas : 
a) Pencabutan hak-hak tertentu 
b) Perampasan barang-barang tertentu 
c) Pengumuman putusan hakim Perbedaan 
Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau 
ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-
urutannya dalam rumusan pasal 10 tersebut. 
Stelsel pidana indonesia berdasarkan KUHP 
mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam Pidana Pokok dan 
Pidana Tambahan. Adapun perbedaan antara pidana pokok 
dengan pidana tambahan menurut Amir Ilyas adalah sebagai 
berikut: 
a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana 
pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu 
terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. 
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(Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok 
melainkan pada tindakan). 
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan (imperatif) 
sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari 
pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan 
maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan 
sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan 
Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. 
Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan 
suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari 
putusan hakim dapat dijalankan.44  
1. Jenis-Jenis Pidana Pokok 
a. Pidana Mati 
Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak 
tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. 
Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana 
mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat 
berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas seperti: 
1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan 
negara ( Pasal 104, 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo Pasal 
129); 
                                                           
     44 Amir Ilyas Op,cit, hlm. 107. 
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2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang 
tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor 
pemberat, misalnya : Pasal 140 (3), Pasal 340; 
3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai 
unsur/faktor yang sangat memberatkan ( Pasal 365 ayat 
4, Pasal 368 ayat 2); 
4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai 
( Pasal 444 ). 
Pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat 
bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan 
upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh 
gegabah. Isyarat itu adalah bahwa setiap kejahatan yang diancam 
dengan pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatif, yaitu 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu 
setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya, Pasal 365 (4), Pasal 340, 
Pasal 104, Pasal 368, (2) jo Pasal 365 (4) dan lain-lain. Prinsip ini 
juga diikuti oleh kejahatan yang diancam dengan pidana mati yang 
dirumuskan diluar KUHP. 
Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak 
sampai mati, cara-cara pelaksanaan untuk terpidana justiabel 
peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 samapi dengan Pasal 16 
Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, sedang untuk terpidana 
yustiabel peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya 
45 
 
Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, maka ketentuan dalam 
pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku. 
b. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana 
perampasan kemerdekaan. Menurut P. A. F. Lamintang bahwa 
pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga 
Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati 
semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.45 
Hukuman penjara telah diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang 
mengatur: 
a) Pidana penjara seumur hidup atau sementara. 
b) Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-
kurangnya satu hah dan selama-lamanya lima belas 
tahun berturut-turut. 
c) Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-
lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal 
kejahatan dengan pidana yang menurut pilihan hakim 
sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau 
pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara 
dan dalam hal masa lima belas tahun itu dilampaui, 
sebab pidana ditambah, karena ada gabungan 
kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan 
atau karena ketentuan Pasal 52. 
d) Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 
dua puluh tahun. 
 
                                                           
     45 Lamintang Op,cit, hlm. 110. 
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c. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk 
pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini 
dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. 
Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang 
artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk 
mengurusi makanan dan alat tidur sendiri atas biaya 
sendiri/Pasal 23 KUHP. 
2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, 
akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana 
penjara/Pasal 19 KUHP. 
3) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun. 
Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal 
terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena 
ketentuan Pasal 52 a ( Pasal 18 KUHP). 
4) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani 
pidana masing-masing di satu tempat pemasyarakatan, 
maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 
28 KUHP). 
5) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan didalam daerahnya 
terpidananya sendiri/biasanya tidak diluar daerah yang 
bersangkutan. 
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d. Pidana Denda 
Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban 
sesesorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau 
menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.  
Lebih lanjut pada Pasal 30 KUHP, pada prinsipnya perihal 
mengenai pidana denda keberadaannya harus mengacu pada hal- 
hal sebagai berikut: 
a) Besarnya denda itu sekurang-kurangnya dua puluh lima 
sen. 
b) Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak 
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. 
c) Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu 
sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam 
bulan. 
d) Lamanya itu dalam putusan hakim di tentukan sebagai 
berikut: 
 Jika denda atau setengah rupiah atau 
kurang,  gantinya satu hari, 
 ika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah 
rupiah gantinya tidak iebih dari satu hari, 
e) Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya 
delapan bulan dalam hal maksimum denda itu ditambah, 
karena ada gabungan kejahatan, karena berulang 
membuat kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 
KUHP. 
f) Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak lebih dari 
delapan bulan (Pasal 30 KUHP). 
 
2. Jenis- Jenis Pidana Tambahan 
1) Pencabutan Hak-Hak tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak 
tertentu, diatur dalam KUHP dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, 
dan Pasal 38 KUHP. 
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Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang tertuang 
dalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim tidak dapat 
dijatuhkan secara terpisah (tidak dapat dipisahkan) dengan 
penjatuhan pidana pokok. Artinya, apabila hakim hendak 
menjatuhkan pidana berupa pencabutan beberapa hak tertentu, 
seorang hakim harus menyertakan di dalamnya pencabutan 
beberapa hak tertentu bersama dengan pidana pokok. 
2) Perampasan Barang Tertentu 
Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya 
diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak 
diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal 
perampasan untuk semua kekayaan. 
Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melaui putusan 
hakim pidana, (Pasal 39), yaitu: 
a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan 
(bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan corpora 
delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan 
uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan 
b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, 
yag disebut dengan Instrumenta delictie. 
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3) Pengumuman Putusan Hakim 
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini 
dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat 
terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. 
Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas 
ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.46   
Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat 
dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU, misalnya 
terdapat dalam pasal: 128, 206, 361, 377, 395, 405. 
Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu 
Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi 
pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah 
seperti yang disebutkan diatas. Pidana pengumuman putusan 
hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan 
pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. 
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat 
atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik 
peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini 
                                                           
     46 Amir Ilyas Op,cit, hlm. 117. 
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dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam 
persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan 
yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak 
pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh 
penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap 
amar atau diktum putusan hakim”.47 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 
197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : 
“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-
penentuan kesalahan terdakwa”. 
      Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga 
pertimbangan sosiologisnya yang  mengarah pada latar belakang 
terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen lagi adalah pertimbangan 
nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak 
langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai seseorang 
sehingga, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan 
                                                           
     47 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan,dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193. 
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mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, 
serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang 
tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari 
segala hukum. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Dalam Pelaksanaan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian 
di wilayah Jeneponto dengan obyek penelitian salah satu Pengadilan 
Negeri yang ada di Jeneponto yaitu Pengadilan Negeri Jeneponto. Alasan 
pemilihan lokasi tersebut karena  birokrasinya tidak terlalu berbelit dan 
para pihak yang terkait memberi kemudahan kepada penulis dalam 
memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan. Selain itu, proses 
penelitian juga berlangsung di Universitas Hasanuddin terkait dengan 
referensi-referensi yang diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan di 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum UIniversitas Hasanuddin. 
 
B. Jenis dan Sumber Data                                           
Data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
a. Data Primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya 
mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui 
wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki 
keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. 
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b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh 
dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku 
hasil penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 
1) Bahan Hukum Primer 
 Bahan hukum primer yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan 
perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, 
antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 
Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang meliputi hal-hal 
yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana 
penggelapan dengan pemberatan 
2) Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu 
hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil 
penelitian, catatan, dokumentasi kajian-kajian, dan referensi-
referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3) Bahan Hukum Tersier 
 Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan 
hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan  
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terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menjaring data yang diperlukan sebagai bahan analisis 
dalam penelitian ini  maka di gunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut:  
1. Wawancara 
 Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya 
jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam 
hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang 
menangani kasus tersebut. 
2. Studi Dokumentasi 
 Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan 
data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 
baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, yakni berupa 
sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, 
buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu serta 
peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), 
dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian 
yang sistematis, padu dan utuh.   
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D. Teknik Analisis Data 
Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil 
penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah diperoleh setelah 
melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis 
analisisnya, agar data yang terkumpul tersebut dapat dipertanggung- 
jawabkan. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut 
dideskripsikan.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 
44/Pid.B/2012/PN Jo) 
 Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang 
mengakibatkan kerugian materil bagi korbannya. Tindak pidana 
penggelapan berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, 
dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. 
Penyalahgunaan kepercayaan (Penggelapan) diatur dalam pasal 372 
KUHP, kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 374 KUHP mengenai 
penggelapan dangan pemberatan. 
1. Identitas Terdakwa 
   Adapun identitas terdakwa adalah sebagai berikut: 
Nama Lengkap  : Nurdia Binti H. Nonci 
Tempat Lahir   : Soppeng 
Umur atau taggal lahir : 37 Tahun/ 21 Desember 1974 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Kebangsaan   : Indonesia 
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Tempat tinggal   : Kampung Birang Loe, Kelurahan Tonro Kassi  
      Barat, Kecamatan Tamalate, Kabupaten  
      Jeneponto  
Agama    : Islam 
Pekerjaan   : Wiraswasta 
2. Posisi Kasus 
 Berikut penulis akan menguraikan ringkasan dari posisi kasus 
dalam putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 44/Pid.B/2012/PN 
Jo yaitu sebagai berikut : 
 Nurdia Binti H. Nonci selaku terdakwa merupakan karyawan bagian 
kasir serta diberikan pula tugas khusus mengelolah uang hasil penjualan 
minyak pelumas atau oli di SPBU milik Andi Sose. Pada bulan September 
sampai Oktober tahun 2011,  jumlah modal awal penjualan oli sekitar Rp. 
44.894.416,-(Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh 
Empat Empat Ratus Enam Belas) selain itu terdapat keuntungan selama 
penjualan bulan September 2010 sampai bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 
1.429.584,-(Satu Juta Empat Ratus Dua Sembilan Ribu Empat Ratus 
Delapan Puluh Empat Rupiah), sehingga perhitungan modal ditambah 
untung, sebesar Rp 46.324.000,-(Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua 
Puluh Empat Ribu Rupiah). Dipercayakan untuk dikelolah oleh terdakwa. 
Dari pengelolaan oli tersebut, terdapat pengeluaran sebesar Rp. 
38.225.500,-(Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu  
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Lima Ratus Rupiah). Pada saat dilakukan perhitungan saldo pada bulan 
Oktober 2011, diketahui oleh saksi Andi Sose Bin Samaturu dan saksi Ida 
Binti Seru Dg.Taba, kalau saldo modal masih sebesar Rp. 8.095.500,-
(Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Saldo 
tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-
harinya dan tidak bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangannya.  
3.  Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
  Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa 
dengan surat dakwaan alternatif yaitu : Pertama, Pasal 374 KUHP dan 
Kedua, Pasal 372 KUHP. Hal ini dimaksudkan oleh Penuntut Umum agar 
terdakwa tidak lolos dari pertanggungjawaban perbuatannya. 
PRIMAIR  
  Bahwa terdakwa Nurdia Binti H. Nonci pada hari Selasa tanggal 11  
Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dibulan  
Oktober tahun 2011, bertempat di SPBU milik Andi Sose di Kampung 
Palengu Kelurahan Palengu Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto  
atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja dan 
melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada terdakwa bukan karena 
kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap 
barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian 
atau mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
 
 Bahwa sejak bulan September 2010, terdakwa Nurdia Binti H.  
Nonci diberikan kepercayaan oleh Andi Sose Bin Samaturu untuk 
bekerja sebagai karyawan bagian kasir. Disamping itu pula terdakwa 
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diberikan tugas khusus mengelola uang hasil penjualan minyak 
pelumas atau oli. 
 Bahwa sekira bulan September sampai Oktober tahun 2011, 
berdasarkan nota pembelian Nomor: 0910-0359 tanggal 7 
Septembert 2010 Andi Sose Bin Samaturu selaku pemilik SPBU 
modal awal penjualan oli sekitar Rp. 44.894.416,-(Empat Puluh 
Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Empat Ratus 
Enam Belas) selain itu terdapat keuntungan selama penjualan bulan 
September 2010 sampai bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 
1.429.584,-(Satu Juta Empat Ratus Dua Sembilan Ribu Empat 
Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). 
 Bahwa keseluruha modal ditambah dengan keuntungan tersebut 
oleh Andi Sose Bin Samaturu mempercayakan untuk dikelola oleh 
terdakwa. Dari pengelolaan tersebut, terdapat pengeluran-
pengeluaran sebagai berikut: 
- Oli yang bocor sebesar Rp. 205.500,-(Dua Ratus Lima Ribu 
Lima Ratus Rupiah) 
- Pengambilan uang oleh Andi Sose sebesar Rp. 25.520.000,-
(Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) 
- Pengambilan uang oleh Kr. Rate sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam 
Juta Rupiah) 
- Pemakaian genset sebesar Rp. 573.000,-(Lima Ratus Tujuh 
Puluh Tiga Ribu Rupiah) 
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- Pengambilan uang oleh Dg.Tayang sebesar Rp. 319.000,-(Tiga 
Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) 
- Sisa oli yang ada di SPBU Sebesar Rp. 5.450.000,-(Lima Juta 
Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 
   Sehingga jumlah penegluaran per Oktober 2011 sebesar Rp. 
38.225.500,-(Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu  
Lima Ratus Rupiah) 
 Bahwa saat dilakukan perhitungan saldo pada tahu Oktober 2011, 
diketahui oleh saksi Andi Sose Bin Samaturu dan saksi Ida Binti 
Seru Dg.Taba, kalau saldo modal masih sebesar Rp. 8.095.500,-
(Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). 
Saldo tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa selaku kasir 
SPBU Andi Sose untuk keperluan sehari-harinya oleh terdakwa 
tidak bisa mempertanggungjawabkan pengelola keuangannya 
kepada pemilik SPBU saksi Andi Sose Bin Samaturu. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Andi Sose Bin Samaturu 
mengalami kerugian materil sekitar Rp. 8.095.500,-(Delapan Juta 
Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) Atau sekitar jumlah 
itu. 
           Perbuatan  terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 374 KUHP. 
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  SUBSIDIAIR 
           Bahwa terdakwa Nurdia Binti H.Nonci pada hari Selasa tanggal 11 
Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dibulan 
Oktober tahun 2011, bertempat di SPBU milik Andi Sose di Kampung 
Palengu Kelurahan Palengku Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto 
atau setidak-tidaknya disuatau tempat lain yang masih dalam daerah hukum 
pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja dan melawan hukum 
memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
dan barang itu ada pada terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan 
tersebut dilkukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
 Bahwa sekira bulan September sampai Oktober tahun 2011, 
berdasarkan nota pembelian Nomor: 0910-0359 tanggal 7 Septembert 
2010 Andi Sose Bin Samaturu selaku pemilik SPBU memiliki modal 
awal penjualan oli sekitar Rp. 44.894.416,-(Empat Puluh Empat Juta 
Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Empat Ratus Enam Belas) 
selain itu terdapat keuntungan selama penjualan bulan September 
2010 sampai bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 1.429.584,-(Satu Juta 
Empat Ratus Dua Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat 
Rupiah) sehingga perhitungan modal ditambah untung sebesar Rp. 
46.324.000,-(Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat 
Ribu Rupiah). 
 Bahwa keseluruhan modal ditambah dengan keutungan tersebut oleh 
Andi Sose Bin Samaturu mempercayaka untuk dikelola oleh terdakwa. 
Dari pengelola oli tersebut, terdapat pengeluaran-pengeluran sebagai 
berikut : 
- Oli yang bocor sebesar Rp. 205.500,-(Dua Ratus Lima Ribu Lima 
Ratus Rupiah) 
- Pengambilan uang oleh Andi Sose sebesar Rp. 25.520.000,-(Dua 
Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) 
- Pengambilan uang oleh Kr.Rate sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam 
Juta Rupiah) 
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- Pemakaian genset sebesar Rp. 573.000,-(Lima Ratus Tujuh Puluh 
Tiga Ribu Rupiah) 
- Pengambilan uang oleh Dg.Tayang sebesar Rp. 319.000,-(Tiga 
Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) 
- Sisa oli yang ada di SPBU Sebesar Rp. 5.450.000,-(Lima Juta 
Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 
 Sehingga jumlah penegluaran per Oktober 2011 sebesar Rp. 
38.225.500,-(Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu  
Lima Ratus Rupiah). 
 Bahwa saat dilakukan perhitungan saldo pada tahu Oktober 2011, 
diketahui oleh saksi Andi Sose Bin Samaturu dan saksi Ida Binti Seru 
Dg.Taba, kalau saldo modl masih sebesar Rp. 8.095.500,-(Delapan 
Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Saldo tersebut 
kemudian dipergunakan oleh terdakwa selaku kasir SPBU Andi Sose 
untuk keperluan sehari-harinya oleh terdakwa tidak bisa 
mempertanggungjawabkan pengelola keuangannya kepada pemilik 
SPBU saksi Andi Sose Bin Samaturu. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Andi Sose Bin Samaturu 
mengalami kerugian materil sekitar Rp. 8.095.500,-(Delapan Juta 
Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) Atau sekitar jumlah itu. 
   Perbuatan  terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 372 KUHP.  
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  4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
  Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dituntut oleh Penuntut 
Umum dengan surat tuntutan, Nomor: Reg.Perkara:PDM-46/JPT/03/2012, 
yang   pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Nurdia Binti H. Nonci terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan 
dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 374 KUHP, dalam Dakwaan Primair. 
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dikurangi masa 
penahanan yang terdakwa jalani. 
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 3 (tiga) lembar nota modal awal pembelian oli. 
- 1 (satu) buah buku penjualan oli lama mulai tanggal 23 
September 2010. 
- 1 (satu) buah buku penjualan oli baru mulai tanggal 27 Juli 2011. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1000,- (Seribu Rupiah). 
5. Amar Putusan  
  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang terdiri dari Hakim    
Isfer Berutu, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Michael L.Y.S 
Nugroho, S.H dan Nurlely, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota 
pada persidangan tanggal 29 Mei 2012 telah menjatuhkan putusan 
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terhadap terdakwa Nurdia Binti H. Nonci. Putusan tersebut diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis tersebut,dengan 
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Silamuddin, S.H. 
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Muh. Asri Irwan, S.H., M.H. Jaksa 
Penuntut Umum kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadapan 
terdakwa. 
M E N G A D I L I 
 
1. Menyatakan terdakwa Nurdia Binti H. Nonci telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ 
Penggelapan Dalam Keadaan Memberatkan”. 
 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan 10 (Sepuluh) 
hari. 
 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penanhan terdakwa akan 
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
 
4. Memerintah terdakwa berada dalam tahanan. 
 
5. Menetapkan barang terbukti berupa :  
- 3 (tiga) lembar nota modal awal pembelian oli. 
- 1 (satu) buah buku penjualan oli lama mulai tanggal 23 
September 2010. 
- 1 (satu) buah buku penjualan oli baru mulai tanggal 27 Juli 201. 
  Dikembalikan kepada saksi Andi Sose Bin Samaturu. 
 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,-
(Dua Ribu Rupiah) 
 
6.  Analisis Penulis  
Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena 
berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan hakim akan memeriksa 
perkara tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, suatu surat 
dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.  
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Menurut penulis, surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa penuntut 
umum dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang telah menguraikan secara cermat, jelas 
dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat 
tindak pidana itu dilakukan. 
Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan surat dakwaan alternatif yang berarti bahwa hakim harus 
memilih salah satu pasal yang didakwakan untuk menentukan dakwaan 
yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan melihat fakta-fakta dalam 
proses persidangan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai 
“jaring berlapis” yang bertujuan untuk mencegah lolosnya terdakwa dari 
dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang 
akan dibuktikan bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan 
dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 
Untuk membuktikan dakwaan serta menjatuhkan putusan dalam 
suatu persidangan, dilakukan proses pembuktian. Proses pembuktian ini 
mempergunakan alat bukti yang telah ditetapkan seperti yang terdapat 
dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, 
petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Untuk dapat diajukan ke 
pengadilan maupun untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus 
memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah diantara alat-alat 
bukti yang disebutkan dalam KUHAP. 
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Dalam perkara ini alat bukti yang ada berupa: Surat, keterangan 
saksi, yaitu saksi Andi Sose Bin Samaturu, Ida Binti Seru Dg Taba, dan 
Agus Bin Sarifuddin, serta keterangan terdakwa, yakni Nurdia Binti H. 
Nonci. 
Terdakwa dalam kasus ini dikenakan dakwaan pertama yaitu 
Pasal 374 KUHP yang berbunyi: 
Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu 
ada pada terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh 
orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena 
hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah. 
 
Jika dibandingkan dengan dakwaan kedua yakni pasal 372 KUHP 
yang berbunyi: 
Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu 
ada pada terdakwa bukan karena kejahatan. 
 
Menurut pendapat penulis,  apabila dikaitkan dengan posisi kasus 
yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur tindak pidana dalam 
pasal 374 KUHP yang lebih mengenai unsurnya dalam kasus ini.  
Bagi pelaku tindak pidana penggelapan penyebab dilakukannya 
suatu tindak pidana lebih disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan 
yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Pada 
tindak pidana penggelapan, salah satu unsur pokok yang harus terpenuhi 
agar bisa disebut sebagai penggelapan adalah unsur barang itu harus ada 
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selain itu, pada tindak 
67 
 
pidana penggelapan dengan pemberatan ada unsur-unsur khusus yang 
memberatkan si terdakwa. 
Hakim lebih memilih untuk menjerat terdakwa dengan dakwaan 
pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHP dengan alasan bahwa 
perbuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan  telah sesuai serta 
melihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan 
terdakwa. Dimana unsur dalam pasal 374 KUHP yang merupakan tindak 
pidana Penggelapan dengan pemberatan telah terpenuhi yang memiliki 
unsur-unsur khusus yang memberatkan si terdakwa yaitu beradanya benda 
dalam kekuasaan si pelaku disebabkan oleh : 
a. Karena hubungan kerja pribadinya; 
b. Karena pekerjaannya; 
c. Karena mendapat imbalan uang. 
Dalam kasus ini apa yang dilakukan oleh terdakwa Nurdia Binti H. 
Nonci telah memenuhi unsur-unsur penggelapan dengan pemberatan. 
Menurut penulis terdakwa terbukti telah menggelapkan uang karena 
pekerjaanya dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara 
melawan hukum. 
Dengan demikian, maka penulis setuju dengan dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum menyimpulkan bahwa terdakwa secara hukum telah 
melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan. 
Disamping itu, terdakwa Nurdia Binti H. Nonci tidak ada hubungan pinjam-
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meminjam dengan Andi Sose Bin Samaturu selaku korban mengenai uang 
tersebut. Oleh karena itu, menjadi salah satu bukti bahwa Nurdia Binti H. 
Nonci telah menggelapkan uang Andi Sose Bin Samaturu. 
 
B.  Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
 Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus 
 Putusan No:44/Pid.B/2012/PN.Jo) 
1. Pertimbangan Hakim 
Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan, 
tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan 
terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik, 
dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap perkara 
No:44/Pid.B/2012/PN.Jo berdasarkan beberapa pertimbanganS yuridis 
yang mana Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari Pasal 
374 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim belum 
bisa menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, dan selanjutnya 
hakim mensinergikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berikut 
alat-alat bukti dengan terlebih dahulu menganalisanya.  
Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan 
primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut: 
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1. Unsur Barangsiapa; 
2. Unsur dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan hukum 
Sesuatu Brang; 
3. Unsur Barang Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan; 
4. Unsur Berhubungan Dengan Pekerjaan Atau Jabatannya Atau 
Karena Ia Mendapat Upah. 
Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing 
unsur tersebut, yaitu : 
1. Barangsiapa 
 Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja orang 
(person) atau badan hukum yang sebagai subyek hukum dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya (capable in 
criminal responsibility). 
Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa merupakan 
orang yang pada dirinya tidak ditemukan adanya cacat kehendak 
(gebruikelijke weikeling), dan identitas terdakwa telah sesuai dengan 
identitas yanag ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga 
tidak ada kesalahan orangnya (error in persona), dan selama 
persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya 
sehingga dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung-
jawabkan perbuatannya tersebut. Berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan diatas, maka unsur pertama ini telah terbukti secara sah 
menurut hukum. 
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2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu 
Barang 
 Yang dimaksud dengan memiliki (toe eigenen) adalah menguasai 
barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang 
tersebut 
 Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan 
keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan 
telah terungkap fakta-fakta bahwa sejak dibukanya SPBU milik saksi 
Andi Sose Bin Samaturu tahun 2008, saksi merekrut karyawan 
diantaranya saksi Ida Binti Dg Taba, saksi Agus Bin Sarifuddin dan 
terdakwa. Setelah berjalan beberapa lama, pada bulan September 2010, 
terdakwa diberikan kepercayaan oleh saksi Andi Sose Bin Samaturu 
untuk menjadi kasir yang mempunyai tugas mengelola uang hasil 
penjualan oli dan BBM yaitu premium dan solar. Sekitar bulan 
September sampai bulan Oktober 2011, berdasarkan nota pembelian 
Nomor : 0910-0359, tanggal 17 September 2010, saksi Andi Sose Bin 
Samaturu memiliki modal awal penjualan oli sekitar Rp. 44.894.416,- ( 
Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu 
Empat Ratus Enam Belas Rupiah), selain itu terdapat keuntungan 
penjualan selama bulan September 2010 s/d bulan Oktober 2011 
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sebesar Rp. 1.429.584,-(Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan 
Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), sehingga perhitungan 
modal ditambah keuntungan sebesar Rp. 46.324.000,(Empat Puluh 
Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). 
 Bahwa keseluruhan modal ditambah keuntungan tersebut oleh 
saksi Andi Sose Bin Samaturu dipercayakan kepada terdakwa untuk 
menyimpannya. Setelah berjalan beberapa lama sampai pada bulan 
Oktober 2011, ada pengeluran-pengeluaran sebagai berikut : 
- Sisa oli yang ada di SPBU   Rp.   5.450.000 
- Oli yang bocor     Rp.      552.500 
- Pengambilan uang oleh Andi Sose  Rp. 25.520.000 
- Pengambilan Kr. Rate    Rp.   6.000.000 
- Sisa uang kas oli     Rp.      158.000 
- Pemakaian genset     Rp.      578.000 
- Pengambilan Dg Tayang    Rp.      319.000 
- Sisa uang kas oli     Rp.   1.041.500 
- Pengambilan Dg Liwang    Rp.        43.500 
  Jumlah     Rp.41.881.500,-  
Berdasarkan keteragan saksi Andi Sose Bin Samaturu dan saksi Idan 
Binti Seru Dg Taba dari hasil perhitungannya bahwa saldo masih ada 
sekitar Rp. 8.098.500,-(Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu 
Lima Ratus Rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi Ida Binti Seru 
Dg Taba yang juga sebagai kasir di SPBU milik saksi Andi Sose Bin 
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Samaturu bahwa ia tidak mengetahui berapa jumlah oli yang hilang 
karena yang tahu adalah terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi 
Inda Binti Seru Dg Taba masing-masing memegang pembukuan. 
Sedangkan dari pembukukan terdakwa jika saldo sebesar Rp. 
46.324.000,(Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu 
Rupiah) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran sampai dengan 
bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 41.881.500,- (Empat Puluh Satu Juta 
Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) hasilnya 
Rp. 4.442.500,-(Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima 
Ratus Rupiah). Yang disimpan oleh terdakwa dan kemudian 
dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya tanpa izin 
dari saksi Andi Sose Bin Samaturu sebagai pemilik SPBU tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas, maka unsur kedua inipun telah terbukti 
secara sah menurut hukum. 
3. Barang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan; 
 Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda baik 
itu berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak. 
 Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
yang telah dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta 
bahwa terdakwa yang telah diberan kepercayaan penuh oleh saksi Andi 
Sose Bin Samaturu untuk mengelolah uang hasil penjualan oli yang 
dibukukan dalam buku kas ternyata telah menyalahgunakan 
kepercayaan tersebut dengan menggunakan uang hasil penjualan oli 
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untuk keperluan sehari-harinya dan tidak menyetorkannya kepada saksi 
Andi Sose Bin Samaturu sehingga menyebabkan saksi Andi Sose Bin 
Samaturu mengalami kerugian materil. Dimana uang hasil penjualan oli 
yang terdakwa telah gunakan adalah uang yang disimpan oleh terdakwa 
atas perintah dan kepercayaan dari saksi Andi Sose Bin Samaturu 
selaku pemilik SPBU tersebut. Berdasarkan uaraian diatas, maka unsur 
ketiga inipun telah terbukti secara sah menurut hukum. 
4. Berhubungan Dengan Pekerjaan Atau Jabatan atau Karena Ia 
Mendapat Upah Uang. 
 Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang 
dihubungkan dengan barag bukti telah terungkap fakta bahwa terdakwa 
adalah seorang karyawan yang bekerja pada SPBU milik saksi Andi 
Sose Bin Samaturu dan pada bulan September 2010, terdakwa diangkat 
sebagai kasir dan diberikan gaji atau upah. Sebagai seseorang kasir, 
terdakwa mempunyai tugas untuk mengelola uang hasil penjualan oli 
dan BBM yaitu premium dan solar atas perintah dan kepercayaan dari 
saksi Andi Sose Bin Samaturu sebagai pemilik SPBU. Sehingga semua 
uang hasil penjualan oli, terdakwa yang menyimpannya karena tugas 
dan tanggungjawab terdakwa sebagai seorang kasir. Berdasarka uraian-
uraian diatas maka unsur yang eempat ini juga telah terbukti secara sah 
menurut hukum. 
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 Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah 
memenuhi semua rumusan unsur dalam dakwaan Primair Penuntut 
Umum maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. 
 Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis 
Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus 
kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar 
shingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 
tersebut. 
 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah 
sebagai pembalasan dendam (Vindikatif), namun pidana yang dijatuhkan 
bertujuan untuk mendidik (edukatif), memperbaiki (rehabilitatif) perilaku 
terdakwa agar dikemudian hari dapat kembali kemasyarakat dengan 
lebih baik lagi dan mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya 
dikemudian hari (prevensi khusus) dan mencegah orang lain meniru apa 
yang dilakukan terdakwa (prevensi umum). 
 Menimang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidananya, 
terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan bagi diri dan perbuatan terdakwa. 
Hal-hal yang memberatkan : 
 Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi 
saksi Andi Sose Bin Samaturu. 
 Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 
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Hal-hal yang meringankan : 
 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. 
 Terdakwa telah mengakui perbuatannya sehingga 
memperlancar jalannya persidangan. 
 Terdakwa menyesal. 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
 Terdakwa telah mengembalikan kerugian materil saksi Andi 
Sose Bin Samaturu sebesar Rp. 4.500.000,-(Empat Juta Lima 
Ratus Ribu Rupiah). 
 Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan 
dengan status tahanan kota, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) 
KUHAP, masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangi 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
 Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti 
dan harus dijatuhkan pidana, namun selama persidangan, terdakwa 
telah ditahan dengan status tahanan kota, maka berdasarkan Pasal 193 
ayat (2) huruf a KUHAP, terhadap terdakwa haruslah dinyatakan berada 
dalam tahanan. 
 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 
- 3 (tiga) lembar nota modal awal pembelian oli. 
- 1 (satu) buah buku penjualan oli lama mulai tanggal 23 
September 2010 
76 
 
- 1 (satu) buah buku penjualan oli baru mulai tanggal 27 Juli 
2011 
 Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut 
hukum berdasarkan ketentuan pasal 38 KUHP dan telah diperlihatkan 
kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa 
telah mengenali dan membenarkannya, maka berdasarkan Pasal 46 
ayat (2) Jo Pasal 194 (1) KUHAP, terhadap barang bukti tersebut 
haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Andi Sose Bin 
Samaturu. 
 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, 
maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa harus 
pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah 
disebutkan dalam amar putusan ini. 
3. Analisis Penulis 
 Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis). 
Putusan Hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi 
semua pihak termasuk bagi korban kejahatan maupun pelaku kejahatan.  
Secara yuridis, lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak 
menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan 
maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang 
didakwakan. Namun yang menjadi pokok persoalan adalah hal-hal yang 
mendasari atau alasan-alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
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putusan dalam kasus ini sehingga dapat diterima dengan rasa adil bagi 
semua pihak yang berperkara. 
 Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana 
yang didakwakan merupakan konteks yang penting dalam putusan 
hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa 
tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh 
bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung 
akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. 
  Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum 
pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, 
hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan.  
  Setelah memperhatikan amar putusan tersebut di atas, terlihat 
bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah 
tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang 
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang terungkap di 
persidangan yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, barang-barang bukti, unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan dan pertimbangan non yuridis yakni akibat langsung 
maupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta kondisi dari 
terdakwa itu sendiri. 
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 Namun, penulis berpendapat  bahwa hukuman yang dijatuhkan 
oleh hakim kepada terdakwa dalam kasus ini masih cukup ringan yaitu 
pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari, masih jauh 
dari ancaman maksimal pidananya yaitu 5 (lima) tahun penjara, dimana 
penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim ini tidak menimbulkan efek 
jera bagi pelaku maupun masyarakat dalam melakukan kejahatan di 
bidang apapun khususnya kejahatan terhadap harta kekayaan seperti 
pada perkara tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana 
Penggelapan dengan pemberatan dalam perkara No: 
44/Pid.B/2012/PN.Jo, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka 
majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi 
seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair jaksa penuntut umum 
yaitu Pasal 374 KUHP, seluruh unsur yang ada dalam tindak 
pidana penggelapan telah terpenuhi yang diperberat disebabkan 
karena pekerjaan terdakwa selaku Karyawan bagian Kasir SPBU. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan 
Pengadilan Negeri Jeneponto No: 44/Pid.B/2012/PN.Jo, dalam 
tindak pidana penggelapan dengan pemberatan telah sesuai 
menurut aturan-aturan yang terkait dengan pasal yang didakwakan 
serta berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang 
terungkap di persidangan yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, 
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unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan non 
yuridis yakni akibat langsung maupun tidak langsung dari 
perbuatan terdakwa , kondisi dari terdakwa serta diperkuat oleh 
keyakinan hakim sendiri. Namun, pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim kepada terdakwa masih cukup ringan yaitu 1 (satu) bulan 
dan 10 (sepuluh) hari penjara. Penjatuhan sanksi yang diberikan 
oleh hakim ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun 
masyarakat dalam melakukan kejahatan di bidang apapun 
khususnya kejahatan terhadap harta kekayaan seperti pada 
perkara tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan 
beberapa saran, yaitu : 
1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum di 
Indonesia agar setiap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana 
penggelapan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi 
hukuman yang berat agar para pelaku mendapatkan efek jera 
untuk tidak mengulang perbuatannya lagi. Pemberian sanksi yang 
berat dapat memberi pandangan buat masyarakat untuk lebih 
berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi yang dapat 
diperolehnya apabila melakukan kejahatan. 
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2. Penulis mengharapkan agar tidak hanya penjatuhan sanksi yang 
diberikan kepada pelaku tindak pidana melainkan juga upaya 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mencegah 
timbulnya niat untuk melakukan kejahatan, baik kejahatan serupa 
yang pernah dia lakukan maupun kejahatan baru. 
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